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BUPATI BANTUL

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a.

d.

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang dapat menjamin
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta lestari, serasi, selaras
dengan lingkungan alam maupun budidaya manusia yang berperikemanusiaan, berkebudayaan,
dan berkeadilan;

bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah administrasi
Kabupaten Bantul sebagai kabupaten yang terfib baik persyaratan administratif maupun
persyaratan teknis guna mewujudkan Bangunan Gedung yang sesuai dengan tata ruang, serasi
dengan lingkungan alam maupun lingkungan budidaya manusia dan layak secara fungsional,
maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung;

bahwa dibutuhkan pengaturan yang dapat menjadi landasan hukum bagi dipenuhinya persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis yang dapat menjamin kesesuaian dengan tata ruang,
keserasian dengan lingkungan alam maupun lingkungan binaan manusia dan layak fungsi;
bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Mengingat:

1.
2

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
1950 Nomor 44);
Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunja Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Djawa Timoer/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Megara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15); dan
Peraturan Pemerintah Momor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan
BUPATI BANTUL
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

20.
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22,
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Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung
yang sudah ditetapkan statusnya ataupun berpotensi sebagai bangunan cagar budaya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.

Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang
memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam
pengelolaan tapak, efisiensi penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya, penggunaan
material ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air imbah melalui penerapan
prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam sefiap tahapan penyelenggaraannya.
Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.

Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjulnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang
memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan
Gedung.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan
teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai
dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegialan pemeliharaan, perawatan, dan
pemeriksaan secara berkala.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan
kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperiuas, mengurangi,
dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang
diberikan cleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum
dapat dimanfaatkan.

Permohonan SLF adalah permohonan yang dilakukan pemilik atau pengguna Bangunan Gedung
kepada instansi penyelenggara SLF untuk mendapatkan SLF Bangunan Gedung.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda
bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemelfiharaan Bangunan Gedung dan
lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau
sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan
sarananya agar selalu laik fungsi.

Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan
Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu
tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan
Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang disingkat SIMBG adalah sistem elektronik
berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG,
RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum,
kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan
Gedung.

Pengelola adalah unit organisasi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan
operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan
prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan
permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan SBKBG.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensorik dalam jangka wakiu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak,

Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung danfatau bukan Pemilik
Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang
menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan.

Konstruksi adalah susunan berupa model dan tata letak suatu bangunan,

Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan
konstruksi.

Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang persecrangan atau badan
usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu
melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai
selesai dan diserahterimakan
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Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh
lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.

Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah
Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan
pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan
pemeriksaan dokumen permohonan perpanjangan SLF.

Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang persecrangan yang
memiliki kompetensi diberi tugas oleh Pemerintah Daerah sesual dengan kewenangannya untuk
melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bantul yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan
kawasan strategis Kabupaten Bantul.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci
tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah rencana
panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang
memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan
rancangan, rencana investasi, ketenluan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian
pelaksanaan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian
antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut RTB adalah
dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya,
metodologi Pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran,
dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.

Sekretariat Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik yang selanjutnya disebut
Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung untuk mengelola
pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilal Teknis, dan Penilik.

Pengkaji Teknis adalah orang persecrangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum
maupun ltidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau
sertifikal badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan
Gedung.

Pengkajian teknis adalah pemeriksaan objeklif kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan
persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung.

Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar
Bangunan Gedung yang masih menjadi satu kesatuan dengan Bangunan Gedung, yang
keberadaannya mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung secara
keseluruhan,

Gaya Arsitektur Bangunan adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu
arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik
pengerjaan tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsiteklur,

Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah.

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaran bangunan gedung merupakan pedoman persyaratan

administrasi kesesuaian dengan tata ruang dan persyaratan teknis keandalan bangunan serta

kelestarian lingkungan.

Tujuan pengaturan penyelenggaran Bangunan Gedung untuk dapat:

a.  menjamin kesesuaian tata guna lahan dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana
detil tata ruang kawasan,

b.  menjamin keselamatan dan keamanan pengguna dan masyarakat di sekitarnya;

c.  digunakan secara aman, sehat dan lancar bagi pengguna; dan

d.  memberikan jaminan terwujudnya bangunan gedung yang laik fungsi, berbudaya, serta
selaras serasi dengan lingkungannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
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fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;
standar teknis;

proses penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Sertifikat Laik Fungsi;

surat kepemilikan Bangunan Gedung;
pendataan;

peran serta masyarakat; dan

pembinaan dan pengawasan.

BABII
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BAGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Fungsi Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Fungsi Bangunan Gedung meliputi:

a.  fungsi hunian;

b.  fungsi keagamaan;

¢ fungsi usaha; dan

d.  fungsi sosial dan budaya.

Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi
utama.

Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan aktivitas
yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.

Dalam hal Bangunan Gedung memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi utama, maka ditetapkan menjadi
fungsi campuran,

Paragraf 2
Fungsi Bangunan

Pasal 5

Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi utama
sebagai tempat tinggal manusia.

Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi
utama sebagai tempat melakukan ibadah.

Fungsi usaha perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf ¢
mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa
dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai
fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.

Pasal 6

Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha perdagangan dan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan Bangunan Gedung yang dibangun
dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan berusaha.

(1
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Pasal 7
Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)
didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya.
Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengikuti
seluruh Standar Teknis dari masing-masing fungsi yang digabung.

Pasal 8

Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) harus
didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RTR.
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Paragraf 3
Perubahan Fungsi Bangunan

Pasal 9

Fungsi dan klasifikasi bangunan dapat diubah melalui permohonan perubahan PBG dan
perubahan SLF.

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan diusulkan cleh pemilik dalam bentuk rencana teknis
bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku.
Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis bangunan.

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam PBG dan
SLF.

Paragraf 4
Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 10

Prasarana bangunan gedung meliputi:

tower dan atau menara telekomunikasi;

reklame jenis billboard dan megatron;

Anjungan Tunal Mandir (ATM);

scluptureftugu, tiang bendera;

accesoris jalan berupa shelter, jembatan penyeberangan, dan gapura;
jembatan dan/atau talud;

kolam renang;

bangunan pengolah air;

bangunan pengelolaan sampah;

gardu listrikigenerator set;

pagar dan/atau gerbang;

nama dan/atau penanda bangunan;

dinding penahan tanah;

pelataran untuk parker; dan

. lapangan olah raga out door.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 11

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan berdasarkan:

tingkat kompleksitas;

tingkat permanensi;

tingkat resiko bahaya kebakaran;

kebencanaan;

lokasi;

ketinggian Bangunan Gedung;

kepemilikan Bangunan Gedung; dan

. klas bangunan.

Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi Bangunan Gedung sederhana, dan Bangunan Gedung tidak sederhana,

Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.  Bangunan Gedung permanen;
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b.  Bangunan Gedung non permanen.
Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran
sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.
Klasifikasi berdasarkan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
Bangunan Gedung di zona rawan gempa, Bangunan Gedung di zona rawan tanah longsor atau
tanah bergerak, Bangunan Gedung di zona rawan banjir dan Bangunan Gedung di zona rawan
angin puting beliung.
Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Bangunan
Gedung di lokasi padat, Bangunan Gedung di lokasi sedang, Bangunan Gedung di lokasi
renggang, Bangunan Gedung di tepi jalan arteri, Bangunan Gedung di tepi jalan kolektor,
Bangunan Gedung di tepi jalan lokal dan Bangunan Gedung di tepi jalan lingkungan. Bangunan
di tepi badan air, bangunan di tepi jurang, bangunan di jalur SUTET dan bangunan di tepi jalur rel
kereta api.
Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f meliputi Bangunan Gedung bertingkat tinggi, Bangunan Gedung bertingkal sedang, dan
Bangunan Gedung bertingkat rendah.
Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi
Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah, Bangunan Gedung milik kraton, Bangunan Gedung
milik badan/Lembagalyayasan; dan Bangunan Gedung milik perorangan.
Penentuan klasifikasi berdasarkan ketentuan klas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h dibagi menjadi;
klas 1;
Klas 2;
Klas 3;
klas 4;
Klas 5;
Klas 6;
Klas 7;
klas 8;
klas 9; dan
; klas 10.
Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan
gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama
dengan bangunan utamanya.
Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jamak, dalam hal terdapat beberapa bagian dari
Bangunan Gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.

Pasal 12
Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta
klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dicantumkan dalam
PBG, SLF, dan SBKBG.
Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung, Pemilik wajib
mengajukan PBG perubahan.
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Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 13

Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
peringatan tertulis;
pembatasan kegiatan pembangunan;
penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
pembekuan PBG;
pencabutan PBG;
pembekuan SLF Bangunan Gedung;
pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Il

STANDAR TEKNIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Se-~oason

Standar Teknis meliputi:

—-semeanoe

standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;

standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung;
standar Pemanfaatan Bangunan Gedung;

standar Pembongkaran Bangunan Gedung;

ketentuan Penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan;

ketentuan Penyelenggaraan BGH;

ketentuan Penyelenggaraan BGN,;

ketentuan dokumen;

ketentuan Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
ketentuan bangunan baru bermuansakan daerah.

Bagian Kedua
Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung

Pasal 15

Standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf a meliputi:

a.

b
(%
d.
e

ketentuan lokasi;

ketentuan tata bangunan;

ketentuan keandalan Bangunan Gedung;

ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau air; dan
ketentuan desain prototipe/purwarupa.

Pasal 16

ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan
KKPR dan/atau kerawanan bencana

(1)

(2

Pasal 17

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

a.  ketentuan arsitektur Bangunan Gedung; dan

b.  ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung.

Pemenuhan terhadap ketentuan fata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, seimbang, serasi, dan
selaras dengan lingkungannya.

Pasal 18
Ketentuan keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢ meliputi aspek:
keselamatan;
kesehatan;
kenyamanan; dan
kemudahan.

anooo

(2)

Pasal 19

Ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air danfatau prasarana
atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan sesuai standar
perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung.

Selain mengikuti standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perencanaan dan perancangan harus mempertimbangkan:

a.  Iokasi penempatan/pendirian;

b. arsitektur;

c.  sarana keselamatan;

d.  struktur; dan

e sanitasi.

Pasal 20

Ketentuan mengenai desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebin lanjut mengenai standar perencanaan dan perancangan diatur dalam Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(1

(3)

M

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(1

Bagian Ketiga
Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 22

Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
b meliputi:

a.  pelaksanaan konstruksi;

b.  kegiatan pengawasan konstruksi; dan

c.  sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a dilaksanakan oleh
penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap:

a.  persiapan pekerjaan;

b.  pelaksanaan pekerjaan;

€. pengujian; dan

d.  penyerahan.

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan dokumen
perencanaan,

Pasal 24

Kegiatan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b
dilakukan oleh:
a.  penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi untuk pengawasan
konstruksi; dan
b.  penyedia jasa perencanaan konstruksi untuk pengawasan berkala.
Kegiatan pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa alau manajemen konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  pengendalian wakiu;
b.  pengendalian biaya;
c.  pengendalian pencapaian sasaran fisik; dan
d.  tertib administrasi Bangunan Gedung.
Kegiatan pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi
secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan
memeriksa kesesuaian perencanaan dan memberikan rekomendasi jika diperlukan perubahan
desain.
Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi membual laporan pengawasan
konstruksi pada setiap tahapan pelaksanaan konstruksi.
Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi mengeluarkan surat
pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen PBG.
Dalam hal Bangunan Gedung terbangun atau pelaksanaannya menggunakan lebih dani 1 (satu)
penyedia jasa pengawasan konstruksi, maka surat pemyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Pengkaji Teknis,
Bagian Keempat
Standar Pemanfaatan

Pasal 25
Standar pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ¢ meliputi:




